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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang teratur,
tertib, lancar dan selamat, selaras dengan perkembangan
kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang semakin
meningkat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat
diperlukan pengaturan yang lebih mantap, jelas, tegas serta
mencakup keseluruhan kebijaksanaan Pemerintah
berdasarkan kewenangan yang ada di Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara tentang Pengaturan Lalu Lintas;

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Pemeriksaan Kendaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia
Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  32);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN LALU
LINTAS.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Bupati adalah Bupati Barito utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya

disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito

Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten barito Utara.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas

Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna

Jalan, serta pengelolaannya.

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke

tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk

beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak

ditinggalkan pengemudinya.

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan

pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan,

mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas.

Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya

setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan

hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan

terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang

disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas

yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap

pengguna jalan.

Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas

dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai

dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan

infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis

dampak lalu lintas.

Perlengkapan jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas terdiri dari rambu-

rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali

dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta

fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang,

huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan,

larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas

permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis

membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk

mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu

Lintas.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang

menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk

mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada

ruas Jalan.

Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan adalah alat yang digunakan

untuk pengaman terhadap pemakai jalan.

Alat pengawas dan pengaman jalan adalah alat yang berfungsi sebagai

pengawas terhadap berat kendaraan beserta muatannya.

Alat pengendali pemakai jalan adalah alat yang digunakan untuk

mengendalikan atau pembatas terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan

pada ruas-ruas jalan tertentu.

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas angkutan jalan adalah fasilitas untuk

pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat dan penerangan

jalan.

Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu

pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau

satuan mobil penumpang per jam.

Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu

lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau

satuan mobil penumpang per jam.

Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan

waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.

Tundaan lalu lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati

persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.
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BAB II
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Bagian Kedua
Paragraf I

Perencanaan
Pasal 3

Paragraf  II
Identifikasi Masalah

Pasal 4

Paragraf III
Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 5

(1) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan tanggung jawab
Bupati untuk jalan Kabupaten.

(2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan :
a.
b.
c.
d.
e.

perencanaan ;
pengaturan ;
perekayasaan ;
pemberdayaan ; dan
pengawasan.

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

identifikasi masalah lalu lintas;
inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
penetapan tingkat pelayanan; dan
penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan
gerakan lalu lintas.

(1) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi :
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

penggunaan ruang jalan;
perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung
dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
kapasitas jalan;
tataguna lahan pinggir jalan;
pengaturan lalu lintas; dan
kinerja lalu lintas.
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(1) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek
kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.

(2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintassebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

volume lalu lintas;
komposisi lalu lintas;
variasi lalu lintas;
distribusi arah;
pengaturan arus lalu lintas;
kecepatan dan tundaan lalu lintas;
kinerja perlengkapan jalan; dan
perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf IV
Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 6

(1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan
kebutuhan angkutan orang dan barang.

(2) Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi :
a.
b.
c.
d.

asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang;
bangkitan dan tarikan;
pemilihan moda; dan
pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang.

Paragraf V
Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Kendaraan

Pasal 7

(1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan
memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut
orang dan barang.

(2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan meliputi :
a.
b.
c.
d.

asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang;
bangkitan dan tarikan;
pemilihan moda; dan
kebutuhan kendaraan di wilayah Kabupaten.

Paragraf VI
Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

(1) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf f bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap
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rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang
akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi :
a.

b.

inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang
menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan jalan; dan
analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf VII
Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 9

(1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g
bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau
persimpangan.

(2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

rasio antara volume dan kapasitas jalan;
kecepatan;
waktu perjalanan;
kebebasan bergerak;
keamanan;
keselamatan;
ketertiban;
kelancaran; dan
penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf VIII
Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan

Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas
Pasal 10

(1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan
gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h bertujuan
untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan
dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, dan
perlengkapan jalan.

(2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan
gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh
Dinas Perhubungan melalui penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada
setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Ketiga
Pengaturan

Pasal 11

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan
Dinas Perhubungan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan
dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kota.
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(2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

b.

perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di
semua ruas jalan kota; dan
perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada
masing-masing ruas jalan kota ditetapkan Bupati;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau
petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada
jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan
kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Perekayasaan

Pasal 12

(1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah
pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang
berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

(2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung
dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

b.
c.
d.

e.

inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis
perlengkapan jalan; dan
kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.

(3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung
dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)meliputi:
a.
b.

c.

d.

memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi
atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi
perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

(4) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang
berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

(5) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a.
b.
c.

alat pemberi isyarat lalu lintas;
rambu lalu lintas;
marka jalan;
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d.
e.
f.
g.

h.

alat penerangan jalan;
alat pengendali pemakai jalan;
alat pengaman pemakai jalan;
fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di
jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan

Pasal 13

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi
pemberian:
a.
b.
c.
d.

arahan;
bimbingan;
penyuluhan; dan
pelatihan.

(2) Pemberian pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Perhubungan.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 14

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
a.
b.

penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
tindakan korektif terhadap kebijakan.

(2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan oleh Dinas Perhubungan berupa pemantauan dan analisis
terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten.

(3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf bdilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

(4) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas
Perhubungan dalambentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan
penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

(5) Untuk kepentingan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di
Daerah, kendaraan roda 3 seperti becak, helicak, bajaj atau sejenisnya tidak
diizinkan berlalu lintas di jalan, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 15

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang
akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
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Pasal 16

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa bangunan untuk:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

kegiatan perdagangan;
kegiatan perkantoran;
kegiatan industri;
fasilitas pendidikan;
fasilitas pelayanan umum; dan/atau
kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu
lintas.

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:
a.
b.
c.

perumahan dan permukiman;
rumah susun dan apartemen; dan/atau
permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu
lintas.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

akses ke dan dari jalan tol;
pelabuhan;
bandar udara;
terminal;
stasiun kereta api;
pool kendaraan;
fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
infrastruktur lainnya.

(4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat
menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
lalu lintas angkutan jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang
atau pembangun untuk memperoleh:
a.
b.
c.
d.
e.

izin Lokasi;
izin Prinsip;
izin Gangguan;
izin Mendirikan Bangunan ; atau
izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB IV
TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 18

(1)

(2)

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan
menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang
bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan.
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Pasal 19

(1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

(2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a.

b.
c.
d.

e.
f.

Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat
pembangunan;
Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam
penanganan dampak;
rencana pemantauan dan evaluasi; dan
gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat
kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Pasal 20

(1)

(2)

(3)

Pengembang atau pembangun wajib membuat dan menandatangani surat
pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum
dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan
selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

BAB V
KELAS JALAN

Pasal 21

(1) Untuk keperluan pengaturan, penggunaan dan pemenuhan kebutuhan lalu
lintas,maka jalan dibagi dalam beberapa kelas.

(2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.

b.

c.

d.

jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan
Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu)
milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan
muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat
dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua
ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas
ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter,
dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat
dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua
ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu)
milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan
muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor
dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran
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panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi
4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih
dari 10 (sepuluh) ton.

(3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8
(delapan) ton.

(4) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dinyatakan
dengan rambu – rambu lalu lintas.

(2) Setiap pemakai jalan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
seizin Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 23

(1) Pada jalan yang memenuhi ketentuan kelas jalannya akan ditetapkan kekuatan
dayadukungnya oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan dari
InstansiTeknis.

(2) Penetapan daya dukung jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
denganrambu-rambu lalu lintas.

(3) Setiap pemakai jalan wajib mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

(1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif oleh
pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

peringatan tertulis;
penghentian sementara pelayanan umum;
penghentian sementara kegiatan;
denda administratif;
pembatalan izin; dan/atau
pencabutan izin.

Pasal 25

(1)

(2)

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu
masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah
berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis yang ke-3 (tiga), dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau
penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.



14



15

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang tertib tertib, lancar dan selamat,
selaras dengan perkembangan kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
semakin meningkat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan
pengaturan yang lebih mantap, jelas, tegas serta mencakup keseluruhan
kebijaksanaan Pemerintah berdasarkan kewenangan yang ada di Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk mewujudkanya harus melalui pengumpulan data-data melalui survey-
survey yang harus dilaksanakan, ada beberapa pokok penting dalam hal
manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan amanat Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya mulai
dari Perencanaan, Identifikasi masalah, Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu
lintas, Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang,
Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas dan Penetapan tingkat pelayanan.

Memberikan pelayanan yang maksimal dalam berlalu lintas dimulai dari
perlengkapan fasilitas keselamatan seperti marka, rambu dan alat pemberi isyarat
lalu lintas, baik dalam pelaksanaan pengadaannya maupun dalam
pemeliharaannya, serta dapat melihat kondisi lalu lintas di masa yang akan
datang sehingga dapat mengambil kebijakan lebih dini sebelum masalah lalu
lintas menjadi semakin rumit, pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan
pertumbuhan jalan, maka pada satu titik akan terjadi kepadatan yang dengan
penanganan yang tepat dapat dihindari dengan sangat baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
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Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
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Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “rasio antara volume dan kapasitas jalan”
adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas
ruas jalan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 10
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Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
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Yang dimaksud dengan “Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas
dan angkutan jalan” seperti traffic cone (kerucut lalu lintas),
blokade jalan, road barrier, pita penggaduh, deliniator, mata
kucing dan sejenisnya.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
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Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud “pemukiman lain” antara lain asrama.
Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain
pembangunan prasaranan seperti jalan layang (flyover),
terowongan (underpass), kereta api massal cepat Mass Rapid
Transit), dan kereta api ringan cepat (Light Rapid Transit).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
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Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan
akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah
teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang
ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang
dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Huruf b
Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam
hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor trip rate yang
ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang
dikembangkan, klasifikasi kota dan faktor teknis lainnya.
Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan
termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang
diperkirakan akan timbul.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab
pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam
penanganan dampak.

Huruf f
Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan
paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kodisi sosial
ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada
dilokasi yang akan dikembangkan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
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